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PEMBERTUKAN TIM TERPADU DALAM MELAKSANAKAN RENCANA AKS! TERPADU

PENANGANAN KONFLIK SOSIAL ?}Nm‘r ﬁﬁﬁwﬁs;mm maUPATENm:ﬂTA
Bahwa dalam rangka menjamin pelaksanan penarganan konfiik sosial tingkat: provinsi

dan kabupater/Kota setubungan feleh- ditetapkannya Peratiran-Pemierintah Nomar 2 Tahun
2015 tentang Peraturan Féiﬂkﬁaﬂaaﬁ Undang-tindang Nomor 7 Tabun 2012, tentang
Pananganan Konflik Sﬁ‘ilﬂ serta- barakmmya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Penanganan Gangguan Kﬁamanaﬂ ‘Dalam Megeri Tahun 2014, diminta kepada Saudara
melaksanakan hal-hal sebagai. t:eaﬁkut

(>

Untuk segera melakukan pembahaﬁ nﬂménklatu; Tirn. Terpadu Penanganan Gangguan
Keamanan Dalam Negeri ‘ﬂngkai ‘Provinsi dan Kabupatén/Kota menjadi Tim Terpadu
Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi dan Katmpatenﬁb(mta yang dietapkan melaiui
Keputusan Kepala Daergh.

. Komposisi dan susunan keanggataan Tim Terpadu Fsaanganan Konflik Sosial Tingkat

Provinsi dan Kﬂhupatanﬂ{ma dasasuaﬁcan dﬁﬂg’an komposist: dan susunan. }rang ads di Tim
Terpadu Penanganan -Gengguan Keamanan Dalam  Negeri Ting’héat men dan
Kabupatan/Kota tahun 2014.

. Segara menyusun dan melaksanakan rencang aksi terpadu tingkat prwms: dan

kabupatentkola dalam penenganan konfilk sosial tahun 2015 yang disesuaikan dengan
kebutuhan daafah mamng masmg :.rang meﬂnmb pem&gah&n kﬂﬂﬂlk. penghenhan konflik

penyusunan rencana kerja SKPD.

. Pelaksanaan Tim Terpadu dan Rengane Aksi Terpadu Feq&nganan Kunfﬁk Sosial Tinghkat

Provinsi dan Kebupaten/Kota menggusiakan: anggaran Tim Terpadu Penanganan Gangguan
Keamanan Dalam Negeri yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatsn Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015,

Demikian untuk menjadi‘perhatian,
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1. Mented Kootdinator F'oht:k. Hukum dan Keamanan Republik Indonesia,
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia,

3. Para Ketua OPRD Provinsi dan Kahqp:atm%uta



